BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis, saat ini Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis selaku Kabupaten Induk, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999). Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009). 
Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 KM2, yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan. Adapun delapan Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir terletak di daratan Pulau Sumatera. Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 KM2 (30,20%) dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 KM2 (5,46%).
Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57’,6” – 102°30’25’2” Bujur Timur dan 2°7’37,2” - 0°55’33,6” Lintang Utara. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis, karena terletak di jalur Pelayaran internasional Selat Melaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :


· Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
· Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Posisi teritorial ini berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26oC – 32oC. Curah hujan rata-rata antara 651,0 - 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 – 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari – Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September – Januari.
Berdasarkan data kependudukan tahun 2010, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 498.335 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau yakni 219.264 jiwa atau 44,%, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupat Utara, yaitu 13.020 Jiwa atau 3%. Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 62 jiwa/km². 
Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkalis di atas dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat untuk diterjemahkan secara baik ke dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai titik awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2013 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang memuat visi, misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan di atas. Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan RKPD merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kondisi umum, permasalahan dan isu strategis Kabupaten Bengkalis. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 menjadi pedoman bagi penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 yang akan disepakati dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 
Demi terwujudnya visi dan misi tahun 2010 - 2015 maka RKPD Tahun 2013 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi serta kondisi terakhir lainnya pada tahun 2011 dan permasalahan serta tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012 dan 2013.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 2.371.206.332.784,03-, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.365.409.555.638,41-, untuk melaksanakan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan. 
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Daerah berdasarkan urusan per SKPD. Indikator tersebut ditetapkan mengikuti petunjuk Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menetapkan target pencapaian setiap tahun sehingga mempermudah evaluasi tahunan. Tahun 2012 merupakan tahun kedua dari target pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015. 
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 realisasi APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2011 secara keseleluruhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan kegiatannya sebesar Rp. 3.490.591.534.327,69 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.714.002.628.989,15 atau 77,75%, dengan surplus sebesar Rp. 798.828.174.329,30. Total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk mendukung 36 (tiga puluh enam) sasaran strategis sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015 sebesar Rp. 1.750.092.041.540,31 atau 50,14%, dari alokasi tersebut 69,02% atau sebesar Rp. 1.207.835.106.869,65 direalisasikan untuk mendukung kegiatan utama yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, namun terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2011 masih banyak permasalahan yang harus segera dipecahkan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, pendapatan daerah juga cukup baik namun masih berasal dari sektor-sektor tertentu saja misalnya sektor pertambangan dan penggalian yang selalu menjadi primadona Kabupaten Bengkalis, satu sisi hal ini patut disyukuri namun di sisi lain menunjukkan tingginya defendensi daerah terhadap sektor ini. Untuk itu dibutuhkan alternatif lain guna meningkatkan sumber pembiayaan daerah di luar dana perimbangan seperti ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengindentifikasi berbagai persoalan daerah yang dijadikan fokus penyelesaian dalam lima misi pembangunan. Kelima misi tersebut menggambarkan isu strategis yang menjadi sasaran pembangunan daerah, antara lain;
Pendidikan. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama mengingat kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkalis masih rendah, ini terlihat dengan presentase penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 32,84%, SD sederajat 27,52%, SLTP sederajat 19,94%, SMU Sederajat 16,36%, Diploma 1,95%, S1 1,22% dan S2/S3 hanya sebesar 0,17%.
Kesehatan. Sebaran wilayah yang berpulau-pulau membutuhkan penanganan kesehatan yang cukup serius dan intens, masih belum meratanya cakupan layanan kesehatan masyarakat harus segera diselesaikan karena sektor kesehatan menjadi kunci pokok keberhasilan pembangunan SDM setelah sektor pendidikan. 
Ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis masih cukup tinggi mencapai 11,36 % dari total penduduk usia kerja, hal ini ditambah lagi dengan kebijakan sektor pekerjaan yang cenderung tidak akomodatif terhadap kesejahteraan pekerja misalnya adanya kebijakan outsourching atau tenaga kerja kontrak yang sampai hari ini masih menimbulkan persoalan.
UMKM dan ekonomi perdesaan. Sektor UMKM masih berkembang pada wilayah atau daerah tertentu, sebarannya juga masih relatif besar pada wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan padahal konsentrasi masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan, untuk itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah ini, namun persoalan tidak berhenti disini. Masih banyak elemen lain yang mempengaruhi dan saling terkait, apakah itu formulasi, manajemen pembinaan dan pengawasan, sumber pembiayaan maupun keinginan politik. Artinya dibutuhkan sinergitas dan kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan sehingga ekonomi perdesaan tidak hanya dijadikan isu namun dapat diterjemahkan secara konkrit.
Infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, air bersih. Persoalan mendasar sebagai daerah pulau dan pesisir adalah rendahnya akses infrastruktur yang menghubungi setiap wilayah. Selain material bangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis yang menyebabkan indeks kemahalan konstruksi sangat tinggi, kondisi wilayah pesisir, laut, sungai membutuhkan pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Tingginya kebutuhan listrik dan air bersih kontradiktif dengan ketersediaan dan rendahnya cakupan layanan menjadi persoalan tersendiri. Kabupaten Bengkalis yang kaya Sumber Daya Alam menghadapi dilema pembangunan tatkala menghadapi persoalan pembiayaan, klaim sebagai daerah kaya yang tendensius mengakibatkan rendahnya perhatian Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. 
Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Dinamika masyarakat dan kekhususan wilayah memerlukan perlakuan spesifik, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sebagai gugusan pulau yang berada di peraian Selat Melaka mengalami abrasi yang luar biasa, sementara Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil yang sebagian besar berlahan gambut merupakan daerah yang rawan kebakaran, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini, sementara di Kecamatan Mandau dan Pinggir selain tingginya dinamika masyarakat dengan kultur yang kompleks dan heterogen ditambah penataan ruang yang tidak terarah menyebabkan kota terlihat semrawut. Selain perubahan lingkungan yang alami pengelolaan lingkungan juga sangat dipengaruhi dengan aktiftas manusia terutama perusahaan swasta, hal ini tentu membutuhkan penanganan dan kebijakan yang khusus.
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